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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR: 800/5%5.2/ |y /2035
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE UTARA

TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KESEHATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan
pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah perlu
menetapkan indikator kinerja utama di lingkugan
instansi pemerintah;

bahwa demi memberikan arah sekaligus menjadi
pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
Utara dalam melaksanakan Pembangunan periode
tahun  2025-2029 secara  konsisten dan
berkesinambungan, perlu dituangkan dalam suatu
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Konawe Utara;

bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan untuk
menjadi acuan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
Utara dalam menyusun Rencana Kegiatan setiap
tahunnya selama periode 2025-2029;

bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b, dan ¢ selanjutnya perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Konawe Utara tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Periode 2025-
2029.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nom
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Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 dengan Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembagunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
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Nomor S5 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2024 Nomor 2024 Noreg Peraturan
Daerah  Provinsi Sulawesi Tenggara (5-
241/2024),

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045.
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029;

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 10
Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
Utara.

MEMUTUSKAN

: INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS

KESEHATAN KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Konawe Utara ini.

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai
dasar untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Tahun
2025-2029.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas

pelaksanaan  Keputusan Kepala Dinas

Kesehatan ini, Inspektorat Kabupaten Konawe

Utara melaksanakan:

a. Melakukan reviu atas capaian Kkinerja
Dinas Kesehatan dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang
disajikan dalam laporan akuntabilitas
kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Keputusan ini dan melaporkan kepada
Kepala Dinas Kesehatan.



KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 10 September 2025




